
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4q'l rAIluN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUS] RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RA}IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang :

Mengingat

bahwa berdasarkan peninjauan terhadap tarif retribusi

Rurnah Susun Sewa Sederhana diperlukan adanya

peDyesuaiar tarif Rumall Susun Sewa Sederhana yang

dikelola oleh Pemerintah Daeral Kota Cimahi, serta untuk

melaksalakar ketentuan Pasal 155 ayat (3f Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 20O9 tentalg Pajak dan Retribusi Daerah'

pedu menetapkan Peraturan wali Kota tenta$g Perubairan

Tarif Retribusi Rumalr Susun Sederha.na Sewa;

: 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 20O1 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembarart Negara Republik

Indonesia Tahun 2O01 Nomor 89, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indooesia Nomor 4 1 16) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtk

lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahal l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomo' 5049);



Menetapkan :
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaf\at l€mbaJan

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undarrg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pefllbaban Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaraIl

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETzuBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yalg dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Sederharta Sewa yang selanjutnya disebut

Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yalg terbagi da-lam

bagial-bagian distrulcturkal secara fungsional dalam

arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuaar

yalg masing-masing dapat disewa dan digunaka:r secara

terpisah, ter-utama untuk tempat hunian yang dilengkapi

dengan bagial bersama, benda bersama da.rr tanah

bersama.

Retribusi Daerah yang selanjutrrya disebut Retribusi

adalah pungutal daerah sebagai pembayaral atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

da.n/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

l€mbaga Pengelola Rumai Susun Sederhala Sewa

merupakan suatu badarl yang ditetapka-n berdasa-rkan

prosedur da'r ketentuan yxq berlaku untuk

melaksanakal tugas pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa.
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4. Pengelola adalah lembaga yalg mengelola Rusunawa

mulai dari penerimaal penghuni, pengurusan

administrasi darr mengatur masalah kebersihal,

ketertibai serta keamanal lingkungan Rusunawa.

5. Pengelotraan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi

pengelolaai administrasi, keamanan, ketertiban,

kebersihal, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan

pembinaarr.

6. Penghuni adalah perseorangan yang menyewa dan

bertempat tinggal dalam satuan Rumal Susun, yang

ditetapkan berdasarkan perjanjiar sewa.

7. Difabel adalah seseorang dengan kondisi fisik, sensorik,

dal,/atau mentalnya yang berbeda yang marnpu

melakukan al<tivitas dengar cara dan pencapaiar yang

berbeda pula.

8. Retribusi Sewa adalal: jumlah atau nilai tertentu dalam

bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas

sewa Rusunawa dal]/at€..j sewa bukan hunian

Rusunawa untuk jaargka wal<tu tertentu.

9. TariJ Sewa ada]ah jumlah atau nilai tertentu nominal

uang sebagai pembayaren atas sewa hunian d6lam

jangka waktu tertentu.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutlya

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasat daya beli sehingga perlu mendapat

dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusunawa'

11. Tanah bersama adalah sebidang tanah yarg digunakan

atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di

atasnya berdiri rumah susun darl ditetapkan batasnya

dalam persyaratan izin bangunan.

12. Objek Tarif adalal pemakaial/pemanfaatan Rusunawa'

13. Subjek Tarif adalah penyewa yang telah ditetapkan oleh

Lembaga Pengelola dalam pelajljian yang disetujui
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14. Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalal rencana keualgan

tatrunan Pemedntah Daerah di Indonesia yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daera-h darr

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal urusan

pemerintahan oleh Pemerinta-h Daerah dal Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi darl

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem daJt prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Das€r Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

16. Pemerinta-h Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintalan Daerah Kota Cima}Ii yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintaha-n yang

menjadi kewenalgan daerah otonom,

17. Percr'gkat Daerah adalah unsur pembantu Wafi Kota

dal Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraal urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kota.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga

perwakilan ralg,at Daera-h Kota yarrg berkedudukal

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daera.h.

19. Wali Kota adala-h Wali Kota Cimahi.

20. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Menetapkan Struktu-r besarnya tarif Retribusi Sewa

Rusunawa:

a. Cigugur Tengall Epe 2I,
b. Leuwigajah type 24;

c. Clbeureum type 24; dan

d- Cibeureum type 27.
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Pasal 3

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cigugur Tengah type 21

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

Laltai I sebesar Rp. 1 5.000.-/m'/bu1ar;

Lantai II sebesar Rp.365.00O.-/bulal;

Lantai III sebesar Rp.350.00O.-/bu1an;

Lantai IV sebesar Rp.335.000,'/bulal; dan

Lantai V sebesar Rp. 320.000.-/bularr.

Pasal 4

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa l,euwigajah We 24

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

a. La-ntai I sebesar Rp.15.000 .^ /m" /bvlan;
b. I-antai I (non difabel) sebesar Rp.415.O00''/bulan;

c. La'fltai I (difabel) bersama sebesar Rp.4O0 00O.-/bu1an;

d. Lantai II sebesar Rp.4o0.000.-/bulan;

e- l,antai In sebesa,r Rp.385.000.-/bulall;

t L€ltai IV sebesar Rp.370.00o.-/bu1an; dan

g. Lantai V sebesar Rp.355.000.-/bulan.

Pasal 5

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cibeureum lfpe 24

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu:

a. Lantai I sebesar Rp.15.0O0 - /m2 /bulan;
b. Lantai I {non difabel) sebesar Rp.415 000.-/bu1an;

c. Laltai I (difabel) bersama sebesar Rp 400 000.-/bulan;

d. Larltai II sebesar Rp.4O0 0oo.-/bulan;

e. Lartai III sebesa.r Rp.385.000.-/bular;

f. Lantai IV sebesar Rp.370.000.-/bu1an; dan

g. La:rtai V sebesar Rp 355 000.-/bu1al.

Pasal 6

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cibeureum t:lpe 27

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu:

a. l,antai 1 sebesar Rp.15.O00 .- / m2 /bulan;
b. Lantai I (non difabel) sebesa-r Rp.440.00o.-/bulan;

c. Lantai I (difabel) bersama sebesar Rp.425.0o0.-/bulan;

/ lu.n
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d. Lal}tai II sebesar Rp.425.0O0.-/bular;

e. Lantai IlI sebesar Rp.410.000.-/bulan; dan

f- Lantai IV sebesar Rp. 395.O0o.-/bu1an.

Pasal 7

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tidak termasuk biaya:

a. Retribusikebersihan;

b. Retribusi pemakaial air bersih;

c. Retribusi sampah;

d, beban meter aJJ: dan/atau,

e. sewa lantai satu.

Pasal 8

Se1uruh transatsi pembayaral atas penggunaa-n Rusunawa

dibuktikan dengal bukd pembayaral yang sah sesuai dengal

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuari

besaran tarif Retribusi Sewa Rusunawa dalam Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentarg Retribusi

Jasa Usa-ha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012

Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daeral Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213) dicabut dan dinyatakar

tidak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini muLai berlaku pada targgal

diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalan Berita

Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada targgal L Nouerabec 2o9

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

A.JAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundaregkan di Cimahi

pada tangga-l ! Nolernber 2o9
SEKRETA S DAERAH KOTA CIMAHI 7)

NUGRAHAWAN
KOTACIMAHI TAHU 2019 NOMOR 497
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PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

UMUM

Pemerintah Daeral Kota Cimahi berdasarkan kewenangan da-ri Undang-

Undarg Nomor 28 Tahun 2OO9 tentaarg Pajak da:r Retribusi Daerah

diberikal kewenangan untuk memungut Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah itu sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

afas jasa atau pemberian izin tertentu ya-ng khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badal.

Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut yaitu Retuibusi Sewa Rumah

Susun Sederhana sewa (Rusunawa).

Tarif Retribusi Sewa Rusunawa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kota Cirnahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

(I€mbaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri CJ

sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor

3 Talrun 2017 te]rrtaJrg Perubalar atas Peraturan Daerah Kota Cimahi

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (l'embaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213).

Namun sesuai dengan perkemb an1aT\ zarnart serta berdasarkan

peninjaual terhadap tarif Retribusi Sewa Rusunawa, diperlukan adarrya

penyesuaiar tarif Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Daeiah Kota

Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini merupakal kewenangan delegasi dari Pasal 155

ayat [3) Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak darr

Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Daerah berdasarkan hasil

perfinjauan tarif Retribusi dapat merubah tarif Retiibusi ya-ng telah

ditetapkan dalam Peraturar Daerah.
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Peratura! WaIi Kota ini merupakal penetapal tarif Retribusi Sewa

Rusunawa:

a. Cigugur Tengah type 21;

b. Leuwigajah Bpe 24;

c. Cibeureum qipF' 24t dalr

d. Cibeureum type 27.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasa.l 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jel,as

Pasal 6

Cukupjelas

Pasa1 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
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